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aupun 

yang 
tidak 

(2) 

Sepakat 

dan 

setuju 

untuk 

m
enjaga 

kerahasiaan 

m
engenai 

N
ota K

esepaham
an, 

sem
ua 

data 

dan 

inform
asi 

serta 

segala 

bentulk 

inform
asi 

lainnya; selam
a 

berlangsungnya 
N

ota 

baik 

(3) 
K

etentuan 

kerahasiaan 
sebagaim

ana 

dim
aksud, 

berlaku 
dan 

Pihak 
II Pihak 
1 

ini 

paling 

sedikit 
1 (satu) 

kali 

m
elakukan 

d
alam

 
setah

u
n

. 

perselisihan 

dalam
 

pelaksanaan 

Nota 

K
esepaham

an 

ini, 

akan 

diselesaikan 

oleh PA
R

A
 

PIH
A

K
 

secara 

m
usyaw

arah 

untuk 

m
ufakat. 

tertulis, 
dan 

inform
asi 

lain yang 

tim
bul 

berdasarkan 

Nota 

K
esepaham

an 

ini 

adalah 

bersifat 

rahasia 

serta 

tidak 

boleh 

diberitahukan 

kepada 

pihak 

lainnya 

yang tidak 
berkepentingan 

dengan 
alasan 
apapun; 

K
esepaham

an 

m
aupun 

setelah 

N
ota 

K
esepaham

an 

berakhir. 

PIH
A

K
, 

m
engikat 

PARA 



K
O

R
ESPO

N
D

EN
SI 

Pasal 
9 

(1) 

Setiap 

pem
beritahuan 

atau 

kom
unikasi 

yang 

akan 

disam
paikan a. Pihak 

I 

Tangkil, 

D
esa 

A
nyar, 

K
om

pleks 

Indonesian 

Peace 

and 

Security 

K
epala 

Biro 
Perencanaan, 

K
ecam

atan 

C
iteureup, 

K
abupaten 

Bogor 

H
ubungan 

M
asyarakat 

Jalan 
(021) 
29339666 

C
enter, 

dan 

H
ukum

, 

N
arahubung 

A
lam

at 

https://w
w

w
.bnpt.go. 

id/ 

hum
as@

bnpt.go.id 

Telepon/ 
Faks Surel Situs 

W
eb 

b, 

K
epala 

Biro 

H
um

as, 

H
ukum

 

dan 

K
erja 

Sam
a K

em
enterian 

H
ukum

 

dan 

H
ak 

A
sasi 

M
anusia 

:
J
l
. 

HR. 

R
asuna 

Said 

N
arahubung 

A
lam

at 

: ksdn@
kem

enkum
ham

.go.id 

Telepon/ 

Faks 
: (021) 

5253 
167 Surel https://w

w
w

.kem
enkum

ham
.go.id/ 

Situs 
W

eb (2) 

Penggantian 

data 

korespondensi 

sebagaim
ana 

dim
aksud 

pada 

ayat (1) 

akan 

diberitahukan 

kepada 

m
asing-m

asing 

Pihak. (3) 

Penggantian 

data 

korespondensi 

wajib 

diberitahukan 

secara 

tertulis 

paling 

lam
bat 

7 (tujuh) 

hari 

kepada 

Pihak 

lainnya. 

Pihak 
II Pihak 
1 

kepada 

PARA 

PIHAK 

terkait 

dengan 

Nota 

K
esepaham

an 
ini 

harus 

disam
paikan 

secara 

tertulis 

dan 

dialam
atkan 

kepada: 

Pihak 
II 

Kav 
X

-8 
K

uningan, 

Jakarta 
Selatan 



Pasal 
1

0
 LAIN-LAIN 

ini 
dapat 

dilakukan 

K
esepaham

an 

N
ota 

atas 

yang 
adendum

 

(2) 

H
al-hal 

yang 

belum
 

diatur 

dalam
 

N
ota 

K
esepaham

an 
ini, 

akan kem
udian 

disepakati 

secara 

tertulis 

oleh 

PARA 

PIH
A

K
, 

serta 

m
erupakan 

bagian 

tidak 

terpisahkan 

dari 

Nota 

K
esepaham

an 
ini. 

dalam
 

ditetapkan 

(3) 

H
al-hal 

lain 

yang 

tim
bul 

di 

luar 

kekuasaan 

PA
RA

 

PIHAK 

atau keadaan 

kahar, 

akan 

diselesaikan 

secara 

m
usyaw

arah 

untuk 

m
ufakat 

dan 

tetap 

terkait 

dengan 

Nota 

K
esepaham

an 
ini. (4) 

Y
ang 

term
asuk 

keadaan 

kahar 

terdiri 

atas: a. 

B
encana 

alam
 

dan 

non-alam
; 

b. 

K
ebijakan 

Pem
erintah 

di bidang 

fiskal 

dan 

m
oneter; 

dan C. K
eam

anan 

yang 

tidak 

m
engizinkan. 

P
asal 

1
1

 K
ETEN

TU
A

N
 

PEN
U

TU
P 

Nota 

K
esepaham

an 

ini 

disepakati 

dan 

ditandatangani 

oleh 

PARA PIHAK, 

pada 

tem
pat, 

tanggal, 

bulan, 

dan 

tahun 

sebagaim
ana 

tersebut 

di aw
al 

Nota 

K
esepaham

an 
ini 

dalam
 

2 (dua) 

rangkap 

asli 

yang 

m
asing 

m
asing 

berm
eterai AUKUM 

DAMHARRIHAK 
IY 

A
N

G
A

 
ORAL 

M
ETER 
T

E
M

PE
 

4A0B8AUX818473926 

O
U

SA
SoN

A
H

. 
LAOLY 

Prof. 
Dr. 
H. MOHAMA 

C
2

O
M

E
L

Z
A

 

D
A

H
N

IE;, 

M
.Si. 

POLISI 

K
O

M
ISA

R
IS 

N
 

Pjhak 
II Pihak 
I 

berdasarkan 

kesepakatan 

tertulis 

PARA 

PIHAK. 

(1) 

Perubahan diatur 
dan 

cukup 

dan 

m
em

punyai 

kedudukan 

yang 

sam
a 

bagi PARA 
PIH

A
K

. 
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